
 
BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  36  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH PADA PEMAKAIAN GEDUNG LAINNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung 

perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan 

pemerintahan di Kabupaten Demak; 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat tambahan jenis 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian 

Gedung Lainnya; 
  

c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Gedung 

Lainnya, diperlukan tata cara pemungutan dan pengelolaan 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian 

Gedung Lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati; 
 

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengelolaan 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Pemakaian 

Gedung Lainnya; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah;  

 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3     

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak           

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2  

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 

Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 

DAERAH PADA PEMAKAIAN GEDUNG LAINNYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.  



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.   

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan.   

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan.   

11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.   

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

 

 



13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang.   

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda.   

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan 

besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya.  

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah.   

 

 

BAB II 

OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

(1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

pemakaian gedung lainnya meliputi: 

a. Panggung Kesenian yang berlokasi di Kawasan parkir 

wisata Tembiring Jogo Indah Demak; 

b. Wisma Khasanah yang berlokasi di Kawasan parkir 

wisata Masjid Agung Demak; dan 

c. Gedung lainnya yang merupakan asset milik 

Pemerintah daerah Kabupaten Demak. 

(2) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

pemakaian gedung lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah 

pada pemakaian Gedung lainnya. 

(3) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 

pemakaian gedung lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian 

kekayaan daerah pada pemakaian gedung lainnya. 

 

 



BAB III 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 

Bagian Kesatu  

 Wilayah Pemungutan  

  

Pasal 3 

Retribusi daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

 

Bagian Kedua  

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan 

Penundaan Pembayaran 

  

 Pasal 4 

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.   

(2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah 

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.  

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib 

Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam 

kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan.   

(4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-

turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) 

sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang 

dibayar.   

(5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai 

batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% 

(dua perseratus) sebulan dari jumlah Retribusi.  

(6) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagaimana           

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) Bupati mendelegasikan 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani retribusi 

pemakaian kekayaan daerah pada pemakaian gedung 

lainnya. 

   

Bagian Ketiga  

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan  

 

Pasal 5 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan.   

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan 

atau dokumen lain yang diatur oleh Kepala Perangkat 

Daerah yang menangani retribusi pemakaian kekayaan 

daerah pada pemakaian gedung lainnya.   



Pasal 6 

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi 

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari 

retribusi yang tidak terbayar atau kurang bayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 

saat terutangnya retribusi. 

 

Pasal 7 

(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan 

didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain 

yang sejenis. 

(2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi 

dikeluarkan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh 

tempo pembayaran.   

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, 

wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.   

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 

Pejabat yang ditunjuk.  

 

Bagian Keempat 

Keberatan 

 

Pasal 8 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen 

yang dipersamakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas; 

b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya; 

c. keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi; dan 

d. pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.   

 

 

 

 



Pasal 9 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima secara lengkap, 

harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 

dengan Keputusan Bupati.   

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 

oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi 

yang terutang.   

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan 

yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.   

  

Pasal 10  

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 

perseratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.   

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB.   

  

 

BAB VI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 

Pasal 11  

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bupati.   

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1), harus memberikan keputusan.  

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan 

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus 

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.   



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan 

imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi.   

 

 

BAB V 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 12  

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi Daerah.  

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika:   

a. diterbitkan Surat Teguran; atau   

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung.  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

hutang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah 

Daerah.  

(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi.   

 

Pasal 13  

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan.   

(2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.   



BAB VI 

PEMERIKSAAN 

  

Pasal 14 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam 

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 

Retribusi Daerah.  

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:   

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang 

terutang;  

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  

c. memberikan keterangan yang diperlukan.   

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.   

   

 

BAB VII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

 

Pasal 15 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 

Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

                                                 Ditetapkan di Demak 

 pada tanggal 29 Juli 2021 

 

     BUPATI DEMAK, 

  

     TTD 

 

EISTI’ANAH 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 29 Juli 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

  

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 36 

 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. KABAG HUKUM  

4. Plt. KA BPKPAD  


